
 
 

NOMOR  1    LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 

 

BUPATI BEKASI 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 

 

NOMOR 1 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 – 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BEKASI, 

Menimbang 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

a. bahwa dalam rangka perencanaan 

pembangunan jangka panjang sebagai 
landasan, arah dan prioritas 
pembangunan secara menyeluruh untuk 

mewujudkan masyarakat Kabupaten 
Bekasi yang unggul dan agamis, telah 
ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;  
 

b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah, dalam hal terjadi perubahan 

yang mendasar, rencana pembangunan 
Daerah dapat diubah;  
 

c. bahwa perlu diadakan penyesuaian 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bekasi dalam 
penetapan tahapan dan prioritas 
pembangunan, serta penyesuaian 

dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional;  

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mengingat 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
: 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b dan huruf c, perlu penetapkan 

perubahan atas Peraturan Daerah 
Kaupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2005-2025.   

 
 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400);  
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  



 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005–2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700);  

 
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
  

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4959); 
 

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

13. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  


